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ABSTRAK 
PUSPITASARI (B111 13 051) dengan judul “Pembinaan 
Narapidana Di Rumah Tahanan  Negara  (Studi Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Watansoppeng)”. Di bawah  bimbingan (Slamet Samporno) 
sebagai Pembimbing I dan (Nur Azisa) sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 
pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Watansoppeng dan untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam 
Pelaksanaan pembinaan Narapidana di Rumah Tahan Negara Klas IIB 
Watansoppeng. 
Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Watansoppeng. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan data 
skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, dan pengamatan/observasi, kemudian diolah dan dianalisis 
berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan 
di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Watansoppeng dilaksanakan 
berdasarkan sistem pemasyarakatan yang telah sesuai dengan Undang 
Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penerapan 
pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Watansoppeng  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan belum 
dilaksanakan secara efektif. Adapun kendala dalam pelaksanaan 
pembinaan narapidana yaitu faktor pendidikan, sarana prasarana, jumlah 
petugas, dan pemasaran hasil keterampilan yang terbatas. 
 
 
vi 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
Bismillaahir rahmaanir rahiim. 
Assalamu Alaikum Wr.Wb. 
 Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala 
limpahan karunia dan berkahnya yang telah diberikan kepada penulis, 
serta shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 
“Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah 
Tahanan Negara Klas IIB Watansoppeng) Penulisan skripsi ini 
dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 
Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
 Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada orang tua penulis Ayahanda tercinta Sakeria 
serta Ibunda Tercinta Kartini sosok perempuan yang melahirkan dan 
membesarkan penulis. kedua orang tua yang senantiasa berjuang untuk 
masa depan anak-anaknya dan selalu memberikan motivasi, dukungan 
serta semangat yang begitu besar kepada penulis baik itu moril maupun 
materil. Kepada saudara penulis Yunus, Puspikasari S.H, Vina Melinda 
Sari, Risaldi, Reza. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang 
sedalam-dalamnya, telah menjadi saudara yang membanggakan bagi 
penulis sendiri. Tanpa mereka semua penulis bukanlah siapa siapa. 
Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-
dalamnya 
vii 
 
dan rasa hormat kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu MA selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin beserta Wakil Rektor Lainnya; 
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hsanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida 
Patittingi, S.H.,Hum, Bapak Pof, Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H selaku 
Wakil Dekan I, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H selaku Wakil 
Dekan II, dan Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III; 
3. Bapak Prof. Dr. H.  Muhadar,S.H.,M.H. selaku ketua bagian Hukum 
Pidana; 
4. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH.MH.DFM dan Dr. Nur. Azisa 
S.H.,M.H selaku pembimbing, terima kasih atas segala bimbingannya 
selama ini, memberikan saran dan kritikan kepada penulis dalam 
penyelesaian skripsi. 
5. Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim S.H.,M.H.,M.Si., Dr. Amir Ilyas, 
S.H.,M.H dan ibu Dr.Dara Indrawati,S.H.,M.H. selaku dosen penguji 
penulis. 
6. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, seluruh staf 
pengajar (Dosen), dan staf akademik yang telah banyak membantu; 
7. Bapak H.Ridwan Kadir, S.H selaku kepala subsi Pelayanan Tahanan, 
Bapak Muhidin,S.Sos selaku kepala subsi pengelolaan atas bimbingan 
dan kesediaannya melakukan wawancara; 
viii 
 
8. Kepala serta pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Watansoppeng yang telah memberi izin dan membantu penulis 
selama penelitian; 
9. Special thanks to A. Muh. Ikhsan Wahyullah Reditya yang senantiasa 
meluangkan waktunya menemani penulis selama beberapa tahun 
terakhir ini. memberikan pengalaman yang berharga. semoga 
perjuangan dan kebersamaan tak sampai di sini; 
10. Sahabat-sahabat terbaikku (MY BFF). Yusyuliana S.Si, Puspikasari 
S.H, Dewi Yulianti, Sri Nur Gadri S.P, Wahyuna, Wahyuni, 
Mutmainnah.Kalian sudah bagaikan saudara bagi penulis. saling 
menerima dan menutupi kelebihan kekurangan. tetaplah tumbuh 
bersama dan saling menguatkan; 
11. Puspikasari S.H, Rida Pungky Loleh S.H, Uni Andira S.H, serta Angga 
setiawan Hermanto  (Wapenbroder) teman seperjuangan Penulis 
sejak awal masuk hingga selesainya study ini . terima kasih untuk 
semua canda tawa dan dukungan yang saling kita berikan kepada 
satu sama lain dalam proses pembuatan skripsi yang cukup 
melelahkan ini; 
12. Teman seperjuangan Juwita Pratiwi Lukman S.IP, Andi Nurul Afana 
Fitra, S.IP, dan kakanda Agustina S.E, Rahmasari S.E, Resky  Amelia 
Usma S.Ft, Haswidar S.E, Dian Megawati S.Kg, A.Rewo Batari Wanti 
serta Adindaku Gia Purnama Mutmainna, Ainun sulkiah  yang 
senantiasa Mendengarkan curhatan, dan keluh kesah penulis selama 
ix 
 
berada dalam satu pondokan. kalian adalah keluarga terbaik penulis 
selama perantauan ini; 
13. Keluarga besar The Recht Marginal FH-UH Nursyamsi Usman, Nur Lia 
Halim, Harmonika, Nurwinidiyah, Andi Suhartini Saibuddin, Alisyah 
Izdihar Nabigha, Rini Wahyuningsih, Nur Hidayat Hamzah, Abrar, 
Adenalta, Muh. Aldi Sido, Andi Aksan, Andi Ayu Hadrani, Satriani 
Pandu, Andi Istiqamah, Andi Lasindrang, Aprisanti, Arfandi, Asfian, 
Bagas Julniziar, Mardatillah Rustam, Reski Ismail, Lia Pongbala, Muh, 
Ibnu, Mardis, Marsel, Muh. Fazlurrahman, Agung, Darul, Rusdianto, 
Supriadi,Cikal, Asharul S.H, Mizwar, Nur hasanah, Panda, Ruditya 
semuanya tanpa terkecuali, terima kasih atas rasa persaudaraan dan 
kekeluargaannya selama masa perkuliahan; 
14. Keluarga di UKM Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Unhas tanpa 
terkecuali; 
15. Keluarga di UKM Sepakbola FH-UH  tanpa terkecuali; 
16. Rekan-rekan KKN Reguler Gelombang 93 Kecamatan Tamalatea 
Kabupaten Jeneponto atas kerjasamanya; 
17. Seluruh teman-teman ASAS 2013 Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin; 
18. Guru dan Alumni SDN 78 Bakke, SMP Pergis Ganra, SMAN 1 
Watansoppeng, tanpa dukungan dari proses pendidikan sekolah dasar 
x 
 
dan menengah, penulis tidak dapat mengenyam perguruan tinggi 
seperti sekarang ini; 
19. Teman, sahabat dan keluarga yang telah memberikan dukungan, 
kritikan dan saran, serta doa, yang penulis tidak sempat sebutkan satu 
persatu, penulis memohon maaf apabila ada yang tidak disebutkan. 
semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua. 
Akhir kata penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam 
menyusun skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa penulisan ini 
masih mempunyai kekurangan-kekurangan. Hal ini bukanlah 
kesengajaan, melainkan karena keterbatasan penulis, sehingga penulis 
sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi 
kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya besar harapan agar skripsi ini dapat 
bermanfaat. 
 
Wassalamu Alaikum Wr.Wb. 
Makassar, 25 Aprill 2017 
 Penulis 
 
  
       PUSPITASARI 
 
 
 
xi 
 
DAFTAR ISI 
Halaman Judul ........................................................................................... i 
Pengesahan Skripsi ................................................................................... ii 
Persetujuan Pembimbin ............................................................................ iii 
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi ...................................................... iv 
Abstrak ....................................................................................................... v 
Ucapan Terima Kasih ................................................................................ vi 
Daftar Isi ..................................................................................................... xi 
Daftar Tabel ................................................................................................ xii 
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1 
A. Latar Belakang Masalah .................................................................... 1 
B. Rumusan Masalah ............................................................................ 7 
C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 7 
D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 7 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 9 
A. Narapidana ........................................................................................ 9 
1. Pengertian Narapidana ................................................................ 9 
2. Hak-Hak Narapidana ................................................................... 11 
B. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia ............................................... 21 
C. Pembinaan Narapidana ..................................................................... 28 
1. Pengertian Pembinaan Narapidana ............................................. 28 
2. Tujuan Pembinaan ....................................................................... 30 
3. Metode Pembinaan ...................................................................... 31 
xii 
 
4. Tahap Tahap Pembinaan Narapidana ......................................... 33 
D. Rumah Tahanan Negara ................................................................... 36 
BAB III METODE PENELITIAN ................................................................... 38 
A. Lokasi Penelitian ............................................................................... 38 
B. Jenis dan Sumber Data ..................................................................... 38 
C. Teknik Pengumpulan Data ................................................................ 38 
D. Teknik Analisis Data .......................................................................... 39 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ................................... 40 
A. Gambaran Umum Rutan Klas IIB Watansoppeng ............................. 40 
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana ............................................... 52 
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana ...................... 61 
BAB V PENUTUP ........................................................................................ 65 
A. Kesimpulan ........................................................................................ 65 
B. Saran ................................................................................................. 66 
Daftar Pustaka ............................................................................................ 68 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
xiii 
 
DAFTAR TABEL 
TABEL 1 Jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara kelas IIB  
 Watansoppeng berdasarkan jenis kelamin ...........................   48  
TABEL 2 Data Warga Binaan Rutan Soppeng 2015- awal 2017 ..........   49 
TABEL 3 Jumlah Tahanan/Narapidana Rumah Tahanan Ngara  
 Kelas IIB Watansoppeng Maret 2017 ..................................    51 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Seperti yang kita ketahui bersama dalam amanat Pasal 1 ayat (3) 
UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. 
Oleh karena itu untuk menjalankan salah satu tujuan bernegara setiap 
warga Indonesia harus tertib hukum guna mencapai tujuan Negara 
Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur berdasarkan pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup, 
kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak 
dari rakyat Negara yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat 
Negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar 
bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, 
tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis.1 
Dalam penegakan hukum pemerintah telah mengatur sedemikian 
rupa mengenai proses penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan 
hukum dalam proses menjalankan hukum itu sendiri. Tapi tidak bisa 
dipungkiri Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu 
pulau, sehingga kondisi geografis ini mempengaruhi tertib hukum itu 
sendiri. Dan juga para aparat negara yang menjalankan hukum di 
Indonesia kebanyakan dari mereka tidak berlandaskan kepada hukum 
tapi kebanyakan melakukan pelayanan sesuai dengan kebiasaan yang 
sudah menjadi budaya di instansi masing-masing. 
                                                          
1 Ilhami Bisri,2004, Sisitem Hukum Indonesia. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta. Hal 7 
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Untuk itu pemerintah terus menerus melakukan pembaruan hukum 
guna mencapai penegakan hukum yang lebih efektif. Namun tak bisa 
dipungkiri dalam proses pembangunan hukum di Indonesia masih banyak 
terjadi kendala, misalnya sering kali terjadi praktek dimana seolah hukum 
itu hanya milik segelintir orang yang memiliki kekuasaan. Sehingga timbul 
rasa tidak percaya dari masyarakat kepada para penegak hukum, dan 
mengakibatkan pelanggaran hukum itu sendiri. 
Dalam hukum pidana Indonesia dikenal pidana penjara sebagai 
salah satu hukuman yang paling dominan dalam menerapkan sanksi 
pidana. Dimana tujuan dari pidana penjara, yakni disamping menimbulkan 
rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, 
membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang 
anggota masyarakat sosial indonesia yang berguna. Atau dengan kata 
lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.2 Pandangan 
dan pemahaman seperti itulah yang sesuai dengan pandangan hidup 
bangsa yang terkandung dalam Pancasila, yang menjunjung tinggi nilai-
nilai kemanusiaan. 
Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di 
singkat KUHP) mengenal dua macam pidana yaitu: 
1. Pidana pokok, meliputi 
a. Pidana mati; 
b. Pidana penjara; 
                                                          
2 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang.2010. Hukum Penitensir Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta. 
Hal 166 
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c. Pidana kurungan 
d. Pidana denda. 
2. Pidana tambahan, meliputi 
a. Pencabutan beberapa hak tertentu; 
b. Perampasan barang-barang tertentu; 
c. Pengumuman putusan hakim. 
Pidana pokok maupun pidana tambahan hanya dapat diterapkan 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana 
hanya dapat terjadi setelah seorang tersangka diproses menurut hukum 
acara pidana yang berlaku berdasarkan bukti-bukti yang kuat.3 Ketentuan 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihadapkan ke 
pengadilan selain berdasarkan undang-undang. Seseorang tidak dapat 
dijatuhi pidana kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah 
menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang 
dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang 
didakwakan terhadap dirinya. 
Secara tegas telah dijelaskan bahwa seseorang hanya dapat 
dijatuhi pidana apabila telah diputus oleh hakim di pengadilan bahwa 
orang tersebut telah melakukan tindak pidana dengan bukti yang sah dan 
                                                          
3 https://www.scribd.com/doc/80993604/pembinaan-narapidana, hari rabu, tanggal 30 
november 2016 pukul 20.10 
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adanya keyakinan dari pengadilan. Untuk mendapatkan keyakinan 
tersebut maka diperlukan sebuah hukum acara yang mengatur proses 
pengujian bukti-bukti untuk menyatakan seseorang bersalah dan 
melanggar hukum. Ketentuan mengenai hukum acara tersebut diatur di 
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP). Dimana ada tiga fungsi pokok hukum acara pidana 
yaitu :4 
1. Mencari dan menemukan kebenaran; 
2. Pengambilan putusan oleh hakim; 
3. Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil. 
Sistem peradilan pidana terdiri dari beberapa subsistem yang 
saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. sub sistem 
tersebut terdiri dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, 
penuntutan dilakukan oleh kejaksaan, pemeriksaan persidangan 
dilakukan oleh pengadilan, dan terakhir pelaksanaan pidana yang 
dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Namun sekarang tidak hanya 
lembaga pemasyarakatan yang befungsi menampung narapidana. Rutan 
atau Rumah Tahanan juga difungsikan sebagai tempat penampungan 
narapidana. 
Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tentang 
Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai 
                                                          
4 Andi Sofyan dan Abd,Asis. 2014. Hukum Acara Pidana. Kencana: Makassar. Hal 7 
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Rutan. Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman 
No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga 
Pemasyarakatan Tertentu Sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas 
dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya.5 Hal ini 
dikarenakan kondisi beberapa Lapas telah melebihi kapasitas, karena 
tedakwa yang telah menjalani perawatan di Rutan dan berubah 
statusnya menjadi terpidana seharusnya harus pindah dari Rutan untuk 
menjalani hukuman ke Lapas, namun banyak yang tetap tinggal di dalam 
Rutan hingga masa pidana mereka selesai. 
Penetapan Rumah Tahanan sebagai Lapas juga dilaksanakan oleh 
salah satu Rumah Tahanan yang berada di Kabupaten Soppeng, yaitu 
Rumah Tahanan Kelas IIB Watansoppeng. sehingga fungsi yang 
dijalankan juga menjadi ganda, selain untuk merawat tahanan juga untuk 
membina narapidana. 
 Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan 
diselengggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh petugas 
pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan 
undang-undang tersebut menempatkan para narapidana sebagai seorang 
manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina ke jalan yang lurus. 
Hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi warga binaan 
pemasyarakatan (WBP).6 
                                                          
5 http://download.portalgaruda.org/article.php?article=75019&val=4724, hari selasa, tanggal 20 
september 2016 pukul 16.45 
6 Asfinawati DKK. 2007. Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji. Kemitraan:Jakarta Hal 4 
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Namun upaya pembinaan yang dilakukan oleh Rutan tersebut 
nampaknya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Pelaksanaaan sistem 
pemasyarakatan saat ini belum didukung dengan prasarana dan sarana 
yang memadai sehingga dapat mempengaruhi pemenuhan hak 
narapidana dalam proses pembinaanya. salah satunya yaitu fasilitas 
masjid yang ada sudah tidak bisa menampung pada sholat berjamaah.7 
Hal ini dapat mempengaruhi hak narapidana dalam melakukan ibadah 
sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 
Selain itu karena Rutan yang juga di fungsikan sebagai pembinaan 
narapidana, sehingga terjadi over kapasitas. Dimana Rutan Soppeng saat 
ini dihuni 114 tahanan dan pernah mencapai 118 tahanan yang idealnya 
hanya 62 tempat tidur sesuai dengan aturan.8 Hal ini juga dapat 
berpengaruh pada keamanan. Kasus-kasus tersebut menunjukkan 
adanya persoalan yang serius di dalam Rutan yang dapat menyebabkan 
kurang efektifnya pembinaan narapidana. Untuk mengetahui persoalan 
yang terjadi di dalam penyelengaraan pemasyarakatan apakah sudah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk 
mencari jalan penyelesaian maka perlu dilakukukan sejumlah penilitian. 
Oleh sebab itu penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul 
“Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Studi Di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng)”. 
                                                          
7 m.gosulsel.com/news/17/08/2016/61-tahanan-lapas.soppeng-dapat-remisi-hari-
kemerdekaan/2/.hari kamis tanggal 1 desember 2016 pukul 19.09 
8 www. Soppengterkini.com/2016/08/rutan-soppeng-over-kapasitas.html?m=1 diakses hari 
selasa, tanggal 20 Desember  2016 pukul 15.01 
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B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas dapat 
dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah 
Tahananan Negara Kelas IIB Watansoppeng ? 
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan 
Narapidana di Rumah Tahananan Negara Kelas IIB Watansoppeng? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah 
Tahananan Negara Kelas IIB Watansoppeng. 
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 
pembinaan Narapidana di Rumah Tahananan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng. 
D. Manfaat Penelitian 
 Adapun manfaat penelitan ini : 
1. Manfaat Teoritis 
 penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana 
pembinaan narapidana di Rumah Tahanan  sebagaimana yang 
diamanahkan dalam ketentuan undang-undang yang mengatur. Adapun 
manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperoleh pencerahan 
tentang permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat menjadi 
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dasar pemikiran yang teoritis, bahwa suatu perundang-undangan yang 
ada belum tentu berjalan sesuai, serta sempurna dalam prakteknya. 
2.  Manfaat Praktis 
1. Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi 
dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah 
terhadap permasalahan-permasalahan yang penulis hadapi, 
khususnya mengenai efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam 
pembinaan narapidana.  
2. Bagi Petugas Lapas hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi dalam hal membuat perencanaan pembinaan Narapidana 
yang berlandaskan UU Pemasyarakatan agar efektivitas Lapas 
tersebut dalam memberikan pembinaan dapat terjamin.  
3. Bagi pembuat kebijakan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan dan 
sebagai bahan dalam mengambil dan membuat kebijakan yang akan 
dilaksanakan dalam upaya peningkatan pembinaan oleh Rumah 
Tahanan Negara. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Narapidana 
1. Pengertian Narapidana 
Menurut Arimbi Heroepoetri Imprisoned person atau orang yang 
dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya 
atas tindakan kejahatan.9 
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1995 tentang Pemasyarakatan,Narapidana adalah terpidana yang 
menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS). sementara megenai terpidana itu sendiri tercantum dalam Pasal 
1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi 
dapat disimpulkan bahwa narapidana berarti orang yang melakukan 
tindak pidana dan berdasarkan putusan pengandilan ditetapkan sebagai 
terpidana yang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan 
namun memiliki hak-hak yang tetap dilindungi dalam sistem 
pemasyarakatan Indonesia. 
Di dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana terikat oleh 
suatu kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi. Hal ini diatur dalam 
Pasal 3 dan Pasal 4, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
                                                          
9 Heroepoetri, Arimbi, Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, sebuah 
pemantauan Komnas Perempuan, Jakarta, Komnas Perempuan, 2003. Hal.6. 
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Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga 
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, antara lain : 
Pasal 3 
Setiap Narapidana atau tahanan wajib : 
1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang 
dianutnya serta memelihara kerukunan Beragama; 
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan; 
3. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas; 
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan; 
5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma 
kesopanan; 
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti 
kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan 
hunian; dan 
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas 
pemasyarakatan. 
 
Pasal 4 
Setiap Narapidana atau Tahanan dilarang: 
1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan 
lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan; 
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual; 
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian; 
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala 
Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas pemasyarakatan yang 
berwenang; 
5. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasyarakatan dalam 
menjalankan tugas; 
6. Membawa dan/atau menyimpan uang secara tidak sah dan barang 
berharga lainnya; 
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 
mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta obat-
obatan lain yang berbahaya; 
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau 
mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol; 
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, 
dan/atau alat elektronik lainnya; 
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti 
laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, 
dan sejenisnya; 
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian; 
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya; 
11 
 
13. Membawa dan/atau menyimpan barang-barang yang dapat 
menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran; 
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, 
terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasyarakatan, 
atau tamu/pengunjung; 
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat 
menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban; 
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan 
Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang 
sejenis; 
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas 
Pemasyarakatan; 
18. Melakukan aktifitas yang dapat mengganggu atau membahayakan 
keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, 
PetugasPemasyarakatan,pengunjung, atau tamu 
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan; 
20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; 
21. Menyebarkan ajaran sesat; dan 
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan 
keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan. 
 
2. Hak-hak Narapidana 
 
Lapas yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan 
paradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. 
Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan 
masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadapa narapidana 
dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan 
pendekatan pembinaan (treatment approach) memberikan perlindungan 
dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. 
sistem pemasyarakatn merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi 
dan normatif terhadap narapidana berdasarkan pancasila dan bercirikan 
rehabilitatif, korektif, edukatif, interagtif.10 
                                                          
10 Adi Sujatno, 2000, Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan), Direktor Jenderal 
Pemasyarakatan, Jakarta. Hal.12. 
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Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencankup : 
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. 
b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak 
e. Menyampaikan keluhan 
f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 
yang tidak dilarang. 
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu 
lainnya. 
i. Mendapat pengurangan masa pidana. 
j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 
keluarga. 
k. Mendapat pembebasan bersyarat. 
l. Mendapat cuti menjelang bebas. 
m. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 
Selanjutnya hak-hak reintegrasi warga binaan pemasyarakatan di 
implementasi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 
tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 
Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :  
a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya  
Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 
untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya yang 
disesuaikan dengan program pembinaan dan pada setiap Lapas wajib 
disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan 
kepala Lapas dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, 
badan kemasyarakatan atau perorangan. 
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b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani  
Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak 
mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui 
bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti . Dalam melaksanakan 
bimbingan dan pendidikan tersebut, kepala Lapas dapat bekerjasama 
dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan. 
hak perawatan jasmani berupa : 
a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi; 
b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan 
c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi. 
Pemberian perlengkapan tersebut dilaksanakan segera setelah 
Terpidana selesai didaftar. 
c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 
Setiap LAPAS wajib menyediakan petugas pendidikan dan 
pengajaran yang diselengggarakan menurut kurkulum yang berlaku pada 
lembaga pendidikan yang sederajat. Dalam pelaksanaan pendidikan dan 
pengajaran tersebut, kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi 
pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan 
kebudayaan. Dan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di 
bidang pendidikan dan pengajaran. Apabila Narapidana atau Anak Didik 
Pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut 
yang tidak tersedia di dalam LAPAS, maka dapat dilaksanakan di luar 
LAPAS. Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang telah 
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berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran berhak memperoleh 
Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. 
d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makan yang layak 
Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya, 
sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan 
lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Apabila dari hasil 
pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya penyakit menular atau 
membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus. Apabila 
penderita memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS 
memberikan rekomendasi kepada kepala LAPAS agar pelayanan 
kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS yang 
mana harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS serta wajib 
mendapat pengawalan oleh petugas LAPAS ataupun petugas kepolisian 
bila perlu.dalam hal biaya perawatan ditanggung kepada Negara. 
Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan 
dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat 
kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik 
pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk 
Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai 
dengan kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per 
dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan 
anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik 
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pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan 
makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana 
wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat 
diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama samapai 
anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau 
sanak keluarga. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang 
sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan. 
Kepala LAPAS bertanggungjawab atas peneglolaan makanan, 
yang meliputi : 
a. Pengadaan, penyimpanan, dan penyiapan makanan; 
b. Kebersihan makanan dan dipenuhinya syarat-syarat kesehatan dan 
gizi; dan 
c. Pemeliharaan peralatan masak, makan, dan minum. 
Setiap narapidana dapat menerima makanan dari luar LAPAS 
setelah mendat izin kepala LAPAS. 
e. Menyampaikan keluhan 
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 
menyampaikan keluhan kepada Kepala LAPAS atas perlakuan petugas 
atau sesama penghuni terhadap dirinya apabila perlakuan tersebut benar-
benar dirasakan dapat menganggu hak asasi atau hak Narapidana dan 
Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan.keluhan tersebut 
disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata 
tertib LAPAS. 
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f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa 
lainnya yang tidak dilarang  
Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang 
berupa media cetak dan media elektronik untuk menunjang program 
pembinaan kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarkatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Menegenai tata cara peminjaman di atur oleh 
Kepala LAPAS. Dalam lapas disedikan sekurang-kurangnya 1 (satu) 
buah pesawat televisi, 1(satu) buah radio penerima, dan media elektronik 
lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. narapidana dan Anak Diik Pemasyarakatan dilarang 
membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke 
dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi. 
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 
Setiap Narapidana yang bekerja berhak mendapat upah atau 
premi. Besarnya upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang mana harus dititipkan dan dicatat di 
LAPAS. Upah atau premi tersebut akan diberikan kepada Narapidan 
apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar slama 
berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah menjalani masa pidana. 
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h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang 
tertentu lainnya 
Setiap narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 
menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum dan orang tertentu 
lainnya dan kunjungan tersebut dicatat dalam buku daftar kunjungan. 
Oleh karena itu, setiap LAPAS wajib menyediakan sekurang-kurangnya 1 
(satu) ruangan khusus untuk menerima kunjungan. 
Petugas pemasyarakatan yang bertugas di tempat kunjungan,wajib: 
a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri, pengunjung; dan 
b. Menggeledah pengunjung dan memeriksan bahan bawaannya. 
 Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya 
barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan 
tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan. 
i. Mendapat pengurangan masa pidana 
 Setiap Narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan yang selama 
menjalani masa pidana bekelakuan baik behak mendapat remisi dan 
dapat ditambah apabila selama menjalani pidana, yang bersangkutan : 
a. Berbuat jasa kepada Negara; 
b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau 
kemanusiaan; atau 
c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lapas. 
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Ketentuan tersebut juga berlaku bagi Narapidana dan anak Pidana 
yang menunggu grasi sambil menjalani pidana. 
j.  Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga 
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak 
mendapat asimilasi dengan ketentuan : 
a.  Untuk Narapidana dan Anak Pidana setelah menjalani pembinaan ½ 
(satu per dua) masa pidana; 
b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik; 
c. Berkelakuan baik. 
Asimilasi dapat dicabut kembali apabila Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarkatan melanggar ketentuan asimilasi. Dalam hal asimilasi bagi 
Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dicabut sebagaimana 
dimaksud, maka :  
a. Bagi Narapidana dan Anak Pidana, untuk tahun pertama setelah 
dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan remisi, asimilasi, 
pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi 
keluarga; 
b. Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang dicabut asimilasinya 
untuk kedua kalinya maka yang bersangkutan tidak diberikan hak 
asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti 
mengunjungi keluarga;  
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c. Bagi Anak Negara dan Anak Sipil, untuk 6 (enam)  bulan pertama 
setelah dilakukan pencabutan asimilasinya tidak dapat mengikuti 
kegiatan asimilasi.  
Cuti itu merupakan hak narapidana untuk meninggalkan lembaga 
pemasyarakatan untuk sementara waktu, jika narapidana tersebut telah 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.11 
Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dapat 
diberikan cuti berupa cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang 
bebas.hal ini tidak berlaku bagi anak sipil.cuti tersebut diberikan paling 
lama 2 (dua) hari atau 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam. 
k.  Mendapat pembebasan Bersyarat 
Setiap Narapidana dan Anak Didk Pemasyarakatan kecuali Anak 
Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani 
pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya 
dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang 
dari 9 (Sembilan) bulan.sedangkan bagi anak Negara pembebasan 
bersyarat diberikan setelah mejalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 
(satu) tahun. Pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan 
keputusan menteri atas usul Kepala LAPAS dan dapat dicabut oleh 
Menteri atas usul Kepala BAPAS dalam hal melangggar ketentuan 
mengenai pembebasan bersyarat. 
                                                          
11 P.A.F.Lamintang. 1988. Hukum Penitensir Indonesia.Armico;Bandung.Hal 205 
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Pencabutan pembebasan bersyarat dilakukan apabila : 
a. Mengulangi melakukan tindak pidana; 
b. Hidup secara tidak teratur dan menimbulkan keresahan dalam 
masyarakat; 
c. Malas bekerja atau sekolah. 
Dalam hal Narapidana dan Anak Pidana yang pembebasan 
bersyarat dicabut, maka : 
a. Masa slama berada di luar LAPAS tidak dihitung sebagai masa 
menjalani pidana; dan 
b. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan 
bersyarat tidak diberikan remisi, cuti menjelang bebas, dan cuti 
mengunjungi keluarga. 
Dalam hal anak Negara yang pembebasan bersyaratnya dicabut, 
maka selama berada dalam imbingan BAPAS dan LAPAS dihitung 
sebagai pembinaan. 
l. Mendapat cuti menjelang bebas 
Cuti menjelang bebas dapat diberikan kepada : 
a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 2/3 (dua per tiga) 
masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan 
baik dengan cuti sama dengan remisi terakhir yang diterimanya paling 
lama 6 (enam) bulan; 
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b. Anaka Negara yang pada saat mencapai usia 17 ( tuju belas) tahun 6 
(enam) bulan, dan telah dinilai cukup baik. 
Cuti menjelang bebas sebagaimana dimaksud dapat berakhir: 
a. Bagi Narapidana dan Anak Pidana, tepat pada saat bersamaan 
dengan hari bebas yang sesuggunya; 
b. Bagi anak Negara, pada usia 18 (delapan belas) tahun. 
Izin cuti menjelang bebas diberikan oleh Kepala Kanwil 
Departemen Kehakiman setempat atas usul dari Kepala LAPAS. 
m.  Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
Hak lain yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah hak 
politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya. Seperti hak menjadi 
anggota partai, menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, surat 
menyurat dengan keluarga dan sahabat-sahabtnya, serta izin keluar 
LAPAS dalam hal-hal luar biasa. 
B. Sistem Pemasyarakatan Indonesia 
Dalam Pasal 1 angka 3 UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan dijelaskan bahwa yang dimaksud sistem 
pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta 
cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila 
yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan 
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak 
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pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan. Dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 
Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa sistem pemasyarakatan 
merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh 
karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan 
konsepsi untuk mengenal pemidanaan.12 
Di dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causa pada 
tanggal 5 juli 1963, Dr. Sahardjo, S.H. mengemukakan rumusan tentang 
tujuan dari pidana penjara, yakni disamping menimbulkan rasa derita dari 
terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing 
terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seseorang anggota 
masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, 
tujuan dari pidana penjara itu ialah pemasyarakatan.13 
Walau istilah Pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 juli 
1963, namun prinsip-prinsip mengenai permasyarakatan itu baru 
dilembagakan setelah berlangsungnya konfrensi Bina Direktorat 
Permasyarakatan di Lembang, Bandung ( Jawa Barat ) tanggal 27 april 
1964 dan dari hasil konfrensi tersebut dapat disimpulkan bahwa : tujuan 
dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat 
semata-mata, melainkan harus pula berusaha membina si pelanggar 
                                                          
12 Dwidja Priyatno,. 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana 
Korporasi di Indinesia. CV. Utomo. Bandung.Hal. 103. 
13 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang,Op.Cit, hal 165-166 
23 
 
hukum, dimana pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat 
dimana seorang yang tersesat akan selalu bertobat dan ada harapan 
dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari sistem pengayoman 
yang diterapkan kepadanya. 
Dalam perkembangan selanjutnya, sistem pemasyarakatan mulai 
dilaksanakan sejak tahun 1964. Di dalam Pasal 1 angka 3 UURI Nomor 
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga 
Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan LAPAS adalah tempat 
untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang 
selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Lembaga 
pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis di jajaran Departemen 
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertugas untuk melakukan 
pembinaan dan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan. 
Pada Pasal 1 ayat (1) UURI Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan telah dijelaskan mengenai apa pemasyarakatan itu 
sendiri :  
Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan 
Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan 
cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 
dalam tata peradilan pidana. 
Seiring dengan berubahnya sistem penjara menjadi sistem 
pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan, dan bertujuan untuk 
mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Maka pada tahun 1990 
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Departemen Kehakiman mengeluarkan aturan dalam bentuk pola 
pembinaan bagi narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan yang 
intinya menetapkan antara lain :  
1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara 
Pembina dan yang dibina  
2. Pembinaan bersifat persuasif yaitu berusaha merubah tingkah laku 
melalui keteladanan  
3. Pembinaan berencana terus menerus dan sistematis  
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama berbangsa 
dan bernegara, intelektual kecerdasan, kesadaran hukum, 
keterampilan dan mental spiritual.  
Dwidja Priyatno, mengemukakan bahwa Sistem Pemasyarakatan 
disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan 
pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk 
melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana 
oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan 
bagian yang tak terpisahkan dari nilai-niai yang terkandung dalam 
Pancasila.14 
Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan 
juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama 
                                                          
14 Dwijya Priyatno. Op.Cit hal 103 
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dalam pembinaan maupun sikap bersedia menerima kembali Warga 
Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. 
Salah satu Tujuan dielenggarakan sistem pemasyarakatan yaitu 
untuk menjadi manusia seutuhnya. Yang dimaksud dengan “agar menjadi 
manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan Narapidana dan 
Anak Didik Pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia 
dengan Tuhannya manusia dengan kepribadiannya, manusia dengan 
sesama, dan manusia dengan lingkungan.15 
Fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan Warga Binaan 
Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan 
masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota 
masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Pasal 3 UUP). Yang 
dimaksud dengan “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan 
hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat. 
Berdasarkan uraian dtersebut, maka yang terpenting dalam sistem 
pemasyarakatan ini adalah pola pembinaan bagi warga binaan 
pemasyarakatan. 
Mengenai tempat narapidana akan menjalani pemasyarakatan, 
dalam sistem pamasyarakatan tidak mengenal kualifikasi narapidana 
berdasarkan jenis pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi 
orang-orang yang telah ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan. 
                                                          
15 Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.   
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Menurut sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini, antara 
lain :16 
a. Orang tidak mengenal perbedaan agama dan suku bangsa; 
b. Orang hanya mengenal perbedaan berdasarkan usia, jenis klamin, 
dan lamanya pidana; 
c. Kualifikasi berdasarkan perbedaan usia, hanya mengenal atau 
mengakui perbedaan antara narapidana dewasa dan anak-anak; 
d. Kualifikasi berdasarkan perbedaan klamin, hanya mengenal 
perbedaan antara narapidana pria dan wanita;Kualifikasi berdasarkan 
lamanya pidana, dibuat perbedaan antara: 
1. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana lebih dari 
lima tahun; 
2. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana antara 
satu sampai dengan lima tahun; 
3. Narapidana dewasa ini dan anak-anak yang dijatuhi pidana kurang 
dari satu tahun. 
Sebagai dasar pembinaan di tetapkan beberapa prinsip pokok 
pemasyarakatan, yaitu:17 
1. Orang yang tersesat harus di ayomi dengan memberikan kepadanya 
bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam 
masyarakat.  
                                                          
16 Op cit, hukum penitensir Indonesia hal 170-171 
17 Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam rapat kerja terbatas Direktorat Jenderal Bina Warga 
1976   
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2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.  
3. Rasa tobat bukanlah dapat di capai dengan menyiksa melainkan 
dengan bimbingan.  
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau 
jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga pemasyarakatan.Untuk itu 
harus di adakan pemisahan antara : 
a. Yang residivis dan yang bukan residivis  
b. Yang tindak pidana berat dan yang ringan  
c. Macam tindak pidana yang di lakukan  
d. Dewasa, dewasa muda dan anak- anak 
e. Laki laki dan wanita   
f. Orang terpidana dan orang tahanan/titipan.  
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus 
dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh di asingkan dari 
masyarakat.  
6. Pekerjaan yang di berikan kepada narapidana tidak boleh bersifat 
mengisi waktu atau hanya di peruntukkan bagi kepentingan lembaga 
atau negara saja, pekerjaan yang di berikan harus di tujukan kepada 
pembangunan negara. 
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan pancasila.  
8. Tiap orang adalah manusia yang harus di perlakukan sebagai manusia 
meskipun ia telah tersesat, tidak boleh di jatuhkan kepada narapidana 
bahwa ia itu penjahat. 
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9. Narapidana itu hanya di jatuhkan pidana hilang kemerdekaan. Maka 
perlu di usahakan supaya narapidana mendapat mata pencaharian 
untuk kelangsungan hidup keluarga yang menjadi tanggungannya.  
10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan 
pelaksanaan sistem pemasyarakatan maka perlu di dirikan lembaga 
pemasyarakatan atau sarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan 
program pembinaan.  
C. Pembinaan Narapidana 
1. Pengertian Pembinaan Narapidana 
Sebelum membahas mengenai pembinaan narapidana, terlebih 
dahulu perlu diketahui apa itu pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan 
untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
intelektual,dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan.18Mengacu dari pengertian 
tersebut dapat dikemukakan bahwa pembinaan narapidana yaitu salah 
satu upaya  yang bersifat ultimum remedium (upaya terakhir) yang lebih 
tertuju kepada proses memperbaiki diri narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan agar sadar akan perbuataannya sehingga saat kembali 
ke dalam masyarakat ia akan menjadi pribadi yang lebih baik dari segi 
keagamaan, sosial budaya maupun moral, dengan begitu akan lebih 
mudah diterima kembali d lingkungan masyarakatnya. 
                                                          
18 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. 
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Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.07-
PK.03.10 Tahun 2001 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan 
menyatakan pengertian pembinaan adalah pembinaan meliputi tahanan, 
pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.  
a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang di laksanakan dari 
mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.  
b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang di tujukan untuk 
memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana 
yang berada di dalam lembaga pemasyrakatan/rutan.  
c. Bimbingan klien adalah semua usaha yang di tujukan untuk 
memperbaiki akhlak ( budi pekerti ) para klien pemasyarakatan di luar 
tembok.19 
Di tinjau dari segi bahasa, pembinaan di artikan sebagai proses, 
cara, perbuatan membina, kegiatan yang di lakukan secara efisien dan 
efektif untuk memeperoleh hasil yang lebih baik.20 
Dalam melakukan pembinaan di lembaga pemasyarakatan, 
sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan sistem 
pembinaan dillaksanakan berdasarkan asas : 
a. Pengayoman; 
b. Persamaan perlakuan dan pelayanan; 
c. Pendidikan; 
d. Pembimbingan; 
                                                          
19 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.07-PK.03.10 Tahun 2001, tentang pola pembinaan 
Narapidana/Tahanan, Forum http;//www.Departemen hukumdan ham.co.id Ditjen pas search   
20 Kamus besar bahasa Indonesia,Cetakan ketiga.   
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e. Penghormatan harkat dan martabat manusia; 
f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;dan 
g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang 
orang tertentu. 
Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadapa narapidana dan anak 
didik pemasyarakatan dengan digolongkan atas dasar umur, jenis 
kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya 
sesuai dengan kebutuhan atau perkebangan pembinaan. Jadi ada 
pembeda mengenai pembinaan yang akan diberikan terhadap narapidana 
yang bersangkutan.  
2. Tujuan Pembinaan 
Perkembangan pembinaan bagi narapidana berkaitan erat dengan 
tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang di lakukan 
pada awalnya berangkat dari anggapan bahwa tujuan pemidanaan tidak 
sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di 
masyarakat.  
Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang masih 
memiliki potensi yang dapat di kembangkan ke arah perkembangan yang 
positif, yang mampu merubah sekarang untuk menjadi lebih produktif, 
untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana. 
Tujuan perlakuan terhadap narapidana di indonesia mulai tampak 
sejak 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi 
kepenjaraan di lembaga, bahwa tujuan pemidanaan adalah 
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pemasyarakatan, jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi di buat 
jera tapi di bina untuk kemudian di masyarakatkan.  
Tujuan pembinaan adalah pemasyarakatan, dapat di bagi dalam 
tiga hal yaitu :21 
1) Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan tidak lagi melakukan 
tindak pidana.  
2) Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam 
membangun bangsa dan negaranya.  
3) Mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan 
mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 
3. Metode Pembinaan 
Metode pembinaan merupakan cara dalam penyampaian materi 
pembinaan, agar secara efektif dan efisien dapat di terima oleh 
narapidana dan dapat memberikan perubahan dalam warga binaan, baik 
itu perubahan dalam pola pikir, tingkah laku maupun dalam tindakan, 
penyampaian materi tidak saja berdasar pada kesiapan si pemberi materi 
saja, tetapi juga harus di perhatikan kesiapan dari warga binaan sendiri 
dalam menerimanya.  
Beberapa hal dari metode pembinaan, dapat di uraikan sebagai 
berikut:22 
1) Metode pembinaan berdasarkan situasi 
                                                          
21 Petrus irwan panajaitan , upaya pembaharuan pemikiran dr. sahardjo mengenai 
pemasyrakatan sebagai tujuan pidana penjara. Jakarta, 1996. Universitas Indonesia.   
22 C.I. Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta, 1995. Djambatan   
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Dalam pembinaan ini, terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan 
dari atas ke bawah dan pendekatan dari bawah ke atas . pendekatan dari 
atas ke bawah adalah pembinaan yang berasal dari pembina, atau paket 
pembinaan dari warga binaan telah disediakan dari atas. Warga binaan 
tidak berkesempatan untuk menetukan jenis pembinaan tertentu yang 
telah di sediakan. Pembinaan dari bawah ke atas adalah paket 
pembinaan yang memperhatikan kepentingan dan kebutuhan belajar bagi 
warga binaan. Kunci dari keberhasilan warga binaan adalah pandai-
pandainya seorang pembina mengenalkan warga binaan pada dirinya 
sendiri.  
2) Pembinaan perorangan  
Pembinaan ini di berikan kepada warga binaan secara perorangan 
oleh pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah secara 
sendiri-sendiri tetapi dapat di lakukan secara berkelompok tetapi 
penanganannya sendiri-sendiri. Pembinaan ini di lakukan karena setiap 
warga binaan memiliki kematangan tingkat emosi, intelektual, logika yang 
berbeda-beda. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat jika warga binaan 
punya kemauan untuk mengenal dirinya sendiri.  
3) Pembinaan secara kelompok  
Pembinaan yang di lakukan secara kelompok di sesuaikan dengan 
kebutuhan pembinaan yang di tentukan oleh pembina atau pembinaan 
sesuai dengan kebutuhan pembinaan yang di rasakan oleh warga binaan. 
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Pembinaan ini dapat di lakukan dengan tanya jawab, simulasi, permainan 
peran atau pembentukan tim.  
4) Auto sugesti  
Auto sugesti adalah sebuah sarana atau alat yang di gunakan 
untuk mempengaruhi bawah sadar manusia dengan cara memasukkan 
suatu tindakan, sesuai saran/perintah untuk melakukan suatu tindakan 
sesuai dengan saran yang di berikan, melalui alam sadar untuk 
memepengaruhi alam bawah sadar. Pembinaan ini di peruntukkan bagi 
warga binaan yang sudah dapat mengenal dirinya, yang memilik 
kepercayaan diri yang tinggi dan sudah mempunyai kemauan kuat untuk 
berubah. 
4. Tahap-tahap Pembinaan Narapidana 
Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, maka pemerintah membuat dan menetapkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dari Peraturan 
Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, 
profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan. Program ini di peruntukkan bagi klien.  
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
menyatakan bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi 
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kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian serta kemandirian 
yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :  
a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa  
b. Kesadaran bebrbangsa dan bernegara  
c. Intelektual  
d. Sikap dan perilaku  
e. Kesehatan jasmani dan rohani  
f. Kesadaran hukum  
g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat  
h. Keterampilan kerja  
i. Latihan kerja dan produksi  
Sebagai suatu program, maka pembinaan yang di laksanakan di 
lakukan melalui beberapa tahapan. pembinaan di laksanakan melalui 3 
tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:23 
1. Pembinaan Tahap awal, meliputi : 
a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling 
lama 1 (satu) bulan. 
b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. 
c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. 
d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. 
2. Pembinaan tahap lanjutan, meliputi : 
a. Perencanaan program pembinaan lanjutan. 
b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan. 
c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan. 
d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. 
                                                          
23 Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan 
pembimbingan warga binaan pemasyarakatan 
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3. Pembinaan tahap akhir, meliputi : 
a. Perencanaan program integrasi; 
b. Pelaksanaan program integrasi; 
c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. 
Pada tahap akhir tidak di laksanakan oleh lembaga 
pemasyarakatan tetapi di lua lembaga pemasyarakatan yaitu balai 
pemasyarakatan. 
 Adapun ruang lingkup pembinaan dapat dilakukan dalam dua 
bidang yakni :24 
1. Pembinaan kepribadian yang meliputi:Pembinaan kesadaran 
beragama, Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, 
Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), Pembinaan 
kesadaran hukum, Pembinaan mengintegrasikan diri dengan 
masyarakat. 
2. Pembinaan kemandirian 
Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program: 
a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya 
kerajianan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-
alat elektronika dan sebagainya. 
                                                          
24 Ibid. 
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b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, 
misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan 
bahan alam menjadi bahan stengah jadi dan jadi. 
c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya 
masing-masing. Misalnya bagi mereka memiliki kemampuan di 
bidang seni, maka disalurkan ke perkumpulan seniman untuk data 
mengembangkan bakatnya sekaligus mendapat nafkah. 
d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau 
kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi 
madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industry 
pembuatan sepatu kualitas ekspor , pabrik tekstil, industri minyak 
dan usaha tambak udang. 
D. Rumah Tahanan Negara 
Istilah Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara 
(RUTAN) mulai ada sejak diundangkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dimana 
terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 jenis penahanan dapat berupa : 
1) Penahananan Rumah Tahanan Negara 
2) Penahanan Rumah 
Kemudian lebih lanjut untuk melaksanakan hukum acara pidana 
tersebut dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang 
dalam Bab III Pasal 18 sampai 25 diatur tentang Rumah Tahahan Negara. 
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Pengertian Rumah Tahanan Negara menurut Peraturan Pemerintah 
Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 1 Nomor 2 disebutkan bahwa “Rumah 
Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka 
atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman RI 
No. M.04PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpananan Benda Sitaan 
Negara Menteri Kehakiman RI, Rumah Tahanan Negara adalah 
pelaksana teknis di bidang penahanan untuk kepentingan penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kehakiman. 
Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan 
perawatan tahanan tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas 
tersebut, RUTAN mempunya fungsi: 
a. Melakukan pelayanan tahanan; 
b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan; 
c. Melakukan pengelolaan Rutan; 
d. Melakukan urusan tata usaha. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat dimana atau 
wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Penelitian ini akan 
dilaksanakan di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan, tepatnya di 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng Jalan Pengayoman. 
pemilihan tempat penelitian ini dengan mempertimbangkan bahwa lokasi 
tersebut merupakan Rumah Tahanan Negara yang berada di Kabupaten 
Soppeng.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi 
penelitian yaitu di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng 
yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.  
2. Data skunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 
penelitian kepustakaan (library Research) baik dengan tekhnik 
pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, internet, undang-undang 
dan peraturan pemerintah yang terkait. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan teknik 
pengempulan data sebagai berikut : 
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1. Wawancara, yakni pengumpulan data secara langsung kepada 
responden dan informan dalam bentuk tanya jawab yang berkaitan 
dengan pokok permasalahan. Adapun informan yang dalam penelitian 
ini yakni:  
1) Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng 
2) Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng 
terutama yang bertugas dalam bidang pembinaan narapidana  
3)  Narapidana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng 
2. Pengamatan/Observasi, yakni teknik pengumpulan data dengan cara 
mengamati secara langsung suatu situasi tertentu berupa benda, 
proses atau perilaku. Dalam hal ini dilakukan pengamatan terhadap 
kegiatan pembinaan dengan konsep pemasyarakatan di Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng. 
D. Teknik Analisis Data 
Seluruh data yang telah terkumpul, baik data primer maupun data 
skunder, maka teknik analisis data yang digunakan pun adalah analisis 
kualitatif yaitu dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang 
dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori 
sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng merupakan unit 
pelaksanaan dari Diktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum 
dan HAM Republik Indonesia, di bawah Kantor Wilayah Kementerian 
Hukum dan HAM Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas 
melaksanakan perawatan tahanan, tersangka dan terdakwa sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Watansoppeng terletak di Jalan Pengayoman No.1 
Watansoppeng, dibangun tahun 1901 dengan luas bangunan 2.364 M2, 
luas tanah 3.264 M2 dan tahun rehab 2001. selain menjalankan 
tugasnya sebagai perawatan tahanan, tersangkan dan terdakwa Rumah 
Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng dijadikan pula sebagai tempat 
untuk membina narapidana, mengingat kapasitas Lembaga 
Pemasyarakatan telah melebihi kapasitas.  Ruang Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Watansoppeng memiliki kapasitas isi 62 orang, hingga 
maret 2013 tercatat penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng mencapai 107 orang warga binaan. dimana dari 107 
warga binaan tersebut, 87 merupakan narapidana, 9 orang merupakan 
titipan kejaksaan, 10 orang merupakan titipan pengadilan, dan 1 orang 
tingkat banding. Karena telah melebihi kapasitas yang seharusnya, saat 
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ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng telah dinyatakan 
over kapasitas.  
Hal ini senada dengan apa yang dikatakan H. Ridwan Kadir selaku 
Kepala Subsi Pelayanan Tahanan bahwa : 
“Kondisi Rutan saat ini telah melebihi kapasitas. Dimana kapasitas 
hunian yang seharusnya 62 orang, sekarang telah mencapai 107 
orang penghuni. Narapidana akan dikirim lagi nantinya ke lapas 
tertentu. Namun bagi narapidana yang memiliki kinerja bagus bisa 
dipertahankan hingga masa pidananya selesai.” 
 
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Watansoppeng memerlukan organisasi yang terpadu 
dan terkoordinir dalam rangka mengatur dan memberdayakan semua 
potensi yang dimiliki demi kelancaran operasional tugas, fungsi dan tata 
kerja Lembaga Pemasyarakatan, untuk mencapai tugas dan fungsi 
Rutan tersebut juga perlu didukung oleh perangkat organisasi lainnya 
yaitu sarana prasarana anggaran yang memadai. Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Watansoppeng  yang dipimpin oleh kepala Rutan 
dengan membawahi : Subsi Pelayanan Tahanan, Subsi Pengelolaan dan 
Subsi Pengamanan. Dimana masing-masing kepala subsi tersebut 
meiliki fungsi dan peranan masing-masing dengan dibantu oleh beberapa 
staf. seperti melakukan pengawasan pelaksanaan pembinaan sesuai 
tugasnya masing-masing serta membuat laporan hasil pembinaan 
perbulan yang dilaporkan kepada Kepala Rutan sebagai bahan untuk 
menyusun laporan bulanan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan 
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HAM Sulawesi Selatan. hal ini sesuai dengan struktur Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Watansoppeng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sumber: Dokumen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng 
Berdasarakan struktur Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppenyang yang diperoleh dari Muhidin selaku kepala Subsi 
Pengelolaan pada hari kamis,2 februari 2017, berikut adalah tugas dari 
masing-masing kepala subsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng. 
1. Kepala Rutan 
a. Membuat rencana kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng; 
KEPALA RUTAN 
KA.KP RUTAN KA.SUBSI 
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b. Melaksanakan penyusunan dan penelaahan data register tahanan, 
data register barang titipan, data pelanggaran disiplin tahanan, data 
sarana dan prasarana Rutan, data jumlah hari tinggal, data keadaan 
tahanan dan data kepegawaian. 
c. Melaksanakan penerimaan, penelitian, dan pemeriksaan serta 
pendaftaran/pencatatan dan penempatan tahanan serta pengeluaran 
(tahanan yang mengikuti siding, ijin berobat, permohonan ijin luar 
biasa, dan bebas demi hukum serta bagi narapidana yang bebas, 
narapidana yang melaksanakan Cuti bebas (CB) dan Pembebasan 
Bersyarat (PB) serta mutasi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas); 
d. Melaksanakan administrasi dan teknis perawatan makanan, 
kesehatan, mental dan rohani tahanan serta mengelola keamanan dan 
ketertiban Rutan Kelas IIB Watansoppeng; 
e. Melaksanakan fasilitis pendampingan dan penyuluhan hukum, 
bimbingan kegiatan bagi tahanan serta fasilitas TPP (Tim Pengamat 
Pemasyarakatan); 
f. Menelaah dan melaksanakan pemberitahuan akan habisnya masa 
penahanan 10 hari dan 3 hari; 
g. Mengelolah administrasi kepegawaian, ketatausahaan, 
kerumahtangggan, perlengkapan dan keuangan Rutan; 
h. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng sesuai target 
indikator sasaran; 
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i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja/Lembaga/Instansi terkait; 
j. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan 
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng sesuai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
k. Melaksanakan waskat di lingkugan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng; 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 
pimpinan. 
2. Kepala Subsi Pengelolaan  
a. Membuat rencana kerja sub seksi pengelolaan Rumah Tahanan; 
b. Melakukan urusan keuangan Rutan; 
c. Melakukan urusan perlengkapan Rutan; 
d. Melakukan urusan administrasi kepegawaian Rutan; 
e. Melakukan urusan perawatan gedung dan sarana kerja serta rumah 
dinas dan kendaraan dinas/ operasional Rutan; 
f. Melakukan urusan kebersihan, telepon, air, dan listrik Rutan; 
g. Melakukan urusan pencairan SPM dan pembayaran beban anggaran 
belanja rutin Rutan; 
h. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan 
subseksi pengelolaan Rutan sesuai target indikator sasaran; 
i. Melaksanakan koordinasi denngan Unit Kerja/Lembaga/Instansi 
terkait; 
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j. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan 
sub seksi Pengelolaan Rutan sebagai pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 
k. Melaksanakan waskat di lingkungan subseksi Pengelolaan Rutan; dan 
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 
pimpinan. 
3. Kepala Subsi Pelayanan Tahanan 
a. Membuat rencana kerja sub seksi Pelayanan Tahanan; 
b. Menyiapkan penyusunan dan penelaahan data register tahanan. data 
register barang titipan, data sarana perasarana Rutan, data jumlah 
hari tinggal, data keadaan tahanan dan pendaftaran/pencatatan 
tahanan; 
c. Menyiapkan dan melakukan penelitian ulang berkas-berkas tahanan, 
menyiapkan pemeriksaan kesehatan tahanan dan 
pendaftaran/pencatatan tahanan; 
d. Menyiapkan  penempatan  Tahanan  berdasarkan  umur,  jenis 
kelamin  dan  tindak pidana,  mengajukan  usulan  mutasi,  usulan  
program  pembinaan  (CB,  CMB,  PB) kepada  Kepala  Rutan,  serta  
mengoreksi  kelengkapan  berkas  dan  data pengeluaran (Tahanan 
yang mengikuti sidang,  ijin berobat, permohonan ijin luar biasa, serta 
Narapidana yang bebas demi hukum atau mutasi ke LAPAS); 
e. Menyiapkan  perawatan  makanan,  kesehatan  dan  mental  rohani  
Tahanan  serta melakukan bimbingan kegiatan bagi Tahanan; 
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f. Menyiapkan  urusan  fasilitasi  pendampingan  penyuluhan  hukum  
Tahanan,bimbingan jasmani dan rohani, perpustakaan/bahan 
bacaan,menyiapkan proses penyidikan, penuntutan dan  pemeriksaan  
di  sidang  pengadilan,  serta menyiapkan bahan fasilitasi dan 
melakukan sidang TPP; 
g. Menyiapkan bahan pemberitahuan akan habisnya masa penahanan 
10 hari dan 3 hari; 
h. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan 
Subseksi Pelayanan Tahanan sesuai target indikator sasaran; 
i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja/Lembaga/Instansi terkait; 
j. Mengevaluasi  dan  membuat  laporan  pelaksanaan  tugas  di  
lingkungan Sub seksi Pelayanan Tahanan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 
4. Kepala Satuan Pengamanan Rutan 
a. Membuat rencana kerja Kesatuan Pengamanan Rutan;  
b. Melakukan urusan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;  
c. Melakukan  urusan  teknis  keamanan  menyangkut  keamanan  
gedung,  instalasi vital, dan lingkungan Rutan;  
d. Melakukan urusan inventarisasi, penyimpanan dan perawatan sarana 
keamanan dan ketertiban;  
e. Melakukan urusan penerimaan dan pemeriksaan awal berkas-berkas 
Tahanan;  
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f. Melakukan  penempatan  Tahanan  berdasarkan  umur,  jenis  kelamin  
dan  tindak pidana; 
g. Melakukan  urusan  teknis  dan  administrasi  pencegahan  dan  
penindakan pelanggaran  Tata  Tertib  Tahanan  yang  dituangkan  ke  
dalam  Berita  Acara Pemeriksaan dan dimasukkan ke dalam Register 
F (Buku Jenis Pelanggaran); 
h. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan  
Kesatuan Pengamanan Rutan sesuai target indikator sasaran; 
i. Melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja/Lembaga/Instansi terkait;  
j. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan  tugas  di  
lingkungan Kesatuan Pengamanan Rutan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;  
k. Melaksanakan Waskat di lingkungan Kesatuan Pengamanan Rutan; 
dan  
l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh 
Pimpinan. 
Di bawah ini adalah jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara 
Kelas IIB Watansoppeng berdasarkan jenis kelamin, dengan rincian 
sebagai berikut.  
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Tabel 1 
Jumlah pegawai Rumah Tahanan Negara kelas IIB Watansoppeng 
berdasarkan jenis kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah 
1 Laki-Laki 23 
2 Perempuan  5 
Jumlah Total 28 
Sumber: Dokumen Rutan Kelas IIB Watansoppeng 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah keseluruhan 
pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng adalah 28 
orang. dimana komposisi pegawai yang berjenis kelamin laki-laki 
mendominasi yaitu sebanyak 23 orang, sebaliknya pegawai perempuan 
hanya 5 orang. hal ini mengingat keberadaan Rutan yang mengutamakan 
pada aspek pengamanan sehingga laki-laki lebih diperlukan daripada 
pegawai perempuan. 
Dari 28 orang tersebut kemudiian dibagi kebeberapa bagian yang 
masing-masing mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. 
Diantaranya sebagai berikut: 
1. Kepala Rutan      : 1 Orang 
2. Kepala Subsi Pelayanan Tahanan   : 1 Orang 
3. Kepala subsi Pengelolaan    : 1 Orang 
4. kepala Pengamanan     : 1 Orang 
5. Komandan Jaga      : 4 Orang 
6. Pengelola Data Kepegawaian    : 1 Orang 
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7. Pembimbing Kerja     : 1 Orang 
8. Satuan Pengamanan Tahanan/Narapidana  : 11 Orang 
9. pengelolah Arsip Kepegawaian   : 1 Orang 
10. Pembimbing Kemasyarakatan    : 1 Orang 
11. Pengelola iystem Database Pemasyarakatan : 1 Orang 
12. Pengelola Barang Milik Negara   : 1 Orang 
13. Bendahara Pengeluaran    : 1 Orang 
14. Perawat terampil     : 1 Orang 
15. Pengawal Tahanan Narapidana   : 1 Orang 
Untuk lebih memperjelas gambaran umum Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Watansoppeng berikut merupakan data hasil Warga 
Binaan : 
Tabel 2 
Data Warga Binaan Rutan Soppeng 2015- awal 2017 
Lama Masa Pidana Tahun Jenis Tindak Pidana Tahanan/ 
Narapidana 
Jumlah 
Di atas satu Tahun  
(B1) 
2015 
 
 
 
2016 
 
 
 
Narkoba 
Pembunuhan 
Perlindungan Anak 
Penganiayaan 
Narkoba 
Pembunuhan 
Pencurian 
Perlindungan anak 
33 
7 
3 
2 
54 
7 
5 
3 
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69 
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2017 
(bln 1-3) 
Nakoba 
Pembunuhan 
Perlindungan Anak 
Perampokan 
11 
2 
1 
3 
 
17 
Dibawa satu tahun 
(BIIA) 
2015 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
 
 
2017 
(bln 1-3) 
Narkoba 
Penganiayaan 
Pencurian 
Perampokan 
Perjudian 
Tipikor 
Penganiayaan 
Pencurian 
Narkoba 
Pembunuhan 
Pelecehan 
Penganiayaan 
Pencurian 
2 
7 
12 
2 
8 
1 
6 
11 
4 
3 
6 
2 
1 
31 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
 
3 
sumber: Dokumen Rutan Kelas IIB Watansoppeng 
 Berdasarkan data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa 
Narapidana/Tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng  dalam kurung waktu tiga tahun mengalami peningkatan 
hingga tahun 2016. Namun jumlah Narapidana/Tahanan di tahun 2017 
belum bisa dipastikan jumlahnya hingga akhir tahun. Jenis tindak Pidana 
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dari tahun 2015 hingga bulan Maret 2017 yang paling banyak dilakukan 
adalah kasus narkoba yaitu 109 kasus, tindak pidana Pembunuhan yaitu 
19 kasus, tindak pidana Perlindungan Anak yaitu 7 kasus, Tindak pidana 
Penganayaan yaitu 15 kasus, tindak pidana Pencurian yaitu 28 kasus, 
tindak pidana perampokan yaitu 5 kasus, tindak pidana perjudian yaitu 8 
kasus, tindak pidana Tipikor yaitu 1 kasus dan tindak pidana Pelecehan 
yaitu 6 kasus.  
Tabel 3 
Jumlah Tahanan/Narapidana Rumah Tahanan Ngara Kelas IIB 
Watansoppeng Maret 2017 
No Status Pria Wanita 
 
1 
2 
3 
4 
5 
 
A. Tahanan 
I 
II 
III 
IV 
V 
 
Jumlah 
 
- 
9 
7 
1 
- 
 
17 
 
- 
- 
3 
- 
- 
 
3 
 
6 
7 
8 
9 
B. Narapidana 
    I 
   IIa 
   IIb 
   III/B 
 
74 
8 
1 
- 
 
3 
- 
1 
- 
 Jumlah 83 4 
Jumlah Total 100 7 
Sumber Data : Dokumen Rutan Kelas IIB Watansoppeng 
 Berdasarkan tabel di atas, jumlah Tahanan/Narapidana di Rumah 
Tahana Klas IIB WatanSoppeng yaitu 107 orang. Dimana tahanan titipan 
kejaksaan (II) sebanyak 9 orang, tahanan titipan pengadilan (III) sebanyak 
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7 orang pria 3 wanita dan tingkat banding (IV) terdapat 1 orang. 
Sedangkan tahanan titipan kepolisian (I) tidak ada, baik laki-laki maupun 
perempuan. Adapun yang sudah berstatus narapidana, terdapat 87 orang. 
Dimana masa pidana satu tahun keatas (I) terdapat 74 narapidana laki-
laki dan 3 narapidana perempuan. Dan masa Pidana satu tahun kebawah 
(IIa) terdapat 8 orang laki-laki, tidak ada wanita. Sedangkan bagi masa 
pidana 60 bulan (IIb)  terdapat 1 narapidana laki-laki dan satu narapidana 
perempuan. Dimana berdasarkan data Tahanan/Narapidana yang masi 
berada hingga bulan Maret 2017 di Rumah Tahanan Negara Klas IIB 
Watansoppeng kasus tindak pidana yang paling banyak adalah kasus 
Narkoba yaitu 63 orang. Dimana Bandar terdapat 2 orang pelaku, 
pengedar 35 orang pelaku, penadah 26 orang pelaku. sisanya yaitu kasus 
kriminal umum seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, 
perlndungan anak, tipikor, pelecehan dan perampokan yaitu sebanyak 44 
orang.  
B. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana 
Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan 
narapidana pada umumnya dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan. Dimana tujuan pembinaan adalah untuk 
membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 
seutuhnya, menyadari kesalahannya, memeperbaiki diri, dan tidak 
mengulangi tindak pidananya lagi, sehingga dapat diterima kembali oleh 
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lingkungan masyarakat. untuk mencapai tujuan tersebut 
Tahanan/Narapidana diwajibkan untuk mengikuti seluruh program-
program pembinaan yang telah dtetapkan di Rutan Kelas IIB 
WatanSoppeng sejak mereka masuk sampai bebas dari Rumah Tahanan 
Negara karena masa pidananya telah berakhir. 
Dalam pelaksanaan proses pembinaan tidak ada pemisahan dan 
pembedaan pembinaaan bagi semua Tahanan/Narapidana. Seperti apa 
yang diungkap olehi salah satu narapidana saat ditemui di ruang 
pembinaan kerajnan, Sumatri (48 Tahun/Narkotika) 
“kami mengikuti semua program pembinaan. Karena selain 
bermanfaat buat diri saya juga membuat saya menjadi lebih baik lagi. 
Salah satu contahnya mengaji. Selama mengikuti pembinaan saya sudah 
berapa kali Qhatam Qur’an.(wawancara senin,27 Februari 2017)” 
Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada 
dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan yang mana dalam rangka pembinaan terhadap 
Narapidana di Lapas dilakukan penggolongan atas dasar: 
1. umur; 
2. jenis kelamin; 
3. lama pidana yang dijatuhkan; 
4. jenis kejahatan; 
5. dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 
kelembagaan. 
 
hal ini mengingat bahwa tugas pokok dari Rutan adalah Perawatan 
tahanan, tersangka dan terdakwa. selain itu kondisi Rutan yang telah over 
kapasitas yang tak sebanding dengan jumlah pegawai Rutan Kelas IIB 
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Watansopeng saat ini, sehingga membuat petugas pembinaan kewalahan 
jika harus mengelompokkan Tahanan/Narapidana berdasarkan 
penggolongan tersebut. namun Rutan Klas IIB Watansoppeng telah 
membuktikan, meski Rutan mengalami kelebihan kapasitas namun hal itu 
tidak menjadi halangan bagi proses pembinaan Warga Bina 
Pemasyarakatan (WBP). Seluruh WBP tidak ada satupun yang luput dari 
program pembinaan disana. Seperti yang diungkap oleh H.Ridwan Kadir 
selaku Kepala Subsi Pelayanan Tahanan: 
“Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Watansoppeng di ikuti oleh semua 
Tahanan/Narapidana. Mengenai program pembinaan yang diberikan 
tidak ada pemisahan maupun pembedaan. semuanya sama. dan 
setiap kegiatan yang ada di Rumah tahanan Negara Kekas IIB 
Watansoppeng wajib diikuti oleh semua warga binaan tanpa 
terkecuali.(wawancara, senin 27 Februari 2017)”  
Penguasaan model pembinaan menjadi sangat penting untuk 
dipahami oleh para petugas dilapangan. Pembinaan yang terbagi 
kedalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap terakhir 
merupakan sistem yang harus diterapkan secara efektif di lapangan. 
namun pada kenyataanya tidak ada perbedaan pembinaan yang terjadi 
pada setiap tahapan pembinaan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB 
Watansoppeng. 
Petugas Rumah Tahanan Negara kelas IIB Watansoppeng hanya 
membagi tahapan pembinaan Tahanan/Narapidana berdasarkan lama 
pidana yang telah dijalani seperti : 
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1. Tahap awal (awal masuk s.d 1/3 masa pidana); 
2. Tahap pembinaan 1 (1/3 sampai ½ masa pidana); 
3. Tahap pembinaan II (1/2 sampai akhir masa pidana) 
Dalam proses pembinaan bagi narapidana yang melanggar aturan 
dalam mengikuti pembinaan akan menerima sanksi sebagai berikut: 
a. Teguran; 
b. Isolasi; 
c. Pencabutan hak-hak; 
Sehubungan dengan hal ini, sesuai dengan yang diungkapkan oleh 
Syarifuddin (Pembunuhan, 36 Tahun) : 
“Bagi narapidana yang melanggar akan diberi sanksi mulai dari 
teguran, hingga dipindahkan ke kamar isolasi atau hukuman disiplin. 
tergantung dari pelanggaran yang dilakukan (Wawancara, Rabu 1 
Maret 2017).” 
Harimin salah seorang Tahanan (Tipikor, 41 Tahun) 
“Diberikan sanksi bertahap, mulai dari teguran sampai sanksi keras 
yaitu pencabutan hak-hak tergantung dari jenis pelanggaran yang 
dilakukan (Wawancara, Rabu 1 maret 2017) 
Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sanksi bagi 
Tahanan/Narapidana yang melanggar aturan dalam pembinaan yaitu 
teguran, di isolasi atau dipisahkan dari narapidana yang lain sampai yang 
paling berat yaitu pencabutan hak-hak narapidana. pelanggaran yang 
dilakukan misalnya tidak mengikuti kegiatan pembinaan, bertengkar 
dengan sesama narapidana, dan lain lainnya. Dalam pemberian sanksi ini 
tidak ada unsur kekerasan. 
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Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng dilaksankaan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan 
pembinaan kemandirian. Pembinaan-pembinaan tersebut sebagai berikut: 
a. Pembinaan Kepribadian 
1) Manepaling 
Manepaling adalah singkatan dari masa pengenalan lingkungan. 
Masa Manepaling adalah masa awal yang harus dijalani oleh narapidana 
setelah mereka masuk ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng. Pada masa Manepeling narapidana akan mendapatkan 
pembekalan mengenai peraturan Rutan dan kewajban-kewajban sebagai 
tahanan. seperti yang diungkap oleh  Andi Aksan Saifullah (Narkotika, 29 
Tahun) : 
“Pertama masuk semua barang bawaan diperiksa oleh petugas. 
setelah itu kita di daftar sebagai Tahanan baru, dan di beri bimbingan 
mengenai peraturan Rutan dan kewajiban sebagai tahanan seperti 
sholat berjamaah di masjid, dan setelah itu kami di bawah ke kamar 
yang sudah ditentukan oleh petugas Rutan (Wawancara, Rabu 1 
Maret 2017).” 
 
A. Haeruddin (Narkoba, 47 Tahun) : 
“Pertama kita dilimpahkan dari Polres ke Rutan. semua barang yang 
kita bawa di periksa oleh petugas. setelah itu kita di ambil 
data/identitas kita. selanjutnya ditempatkan di kamar Manepeling 
(Wawancara, Rabu 1 Maret 2017).” 
Kamal (Narkotika, 38 Tahun) : 
“Di foto, di periksa seluruh tubuh ada yang sakit atau tidak, baru di 
tanya apa ada tatto atau tidak, baru di tempatkan di kamar 
Manepaling. setelah putus sidang baru dipindahkan di blok 
Narapidana (Wawancara, Rabu 1 Maret 2017).” 
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  Dari hasil Wawancara di atas dapat dikatakan bahwa saat 
Narapidana masuk ke Rutan mereka di data dan digeledah baik badan 
maupun barang bawaannya. Kemudian dilakukan pengenalan lingkungan 
yang bertujuan agar narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan di 
Rutan. Diberi arahan mengenai tata tertib Rutan, hak dan kewajiban 
Tahanan/Narapidana agar Narapidana paham dengan program apa saja 
yang diberikan selama mereka menjalani masa pidana. Hal ini sesuai 
dengan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti pada hari Rabu, 8 
Maret 2017. dan proses pendaftaran yang dilakukan Rumah Tahanan 
Negara Kelas IIB Watansopeng telah sesuai dalam Pasal 10 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995  tentang Pemasyarakatan 
meliputi : 
a. Pecatatan: 
1. Putusan pengadilan; 
2. Jati diri; 
3. Barang dan uang yang dibawa; 
b. Pemeriksaan kesehatan; 
c. Pembuatan pasfoto; 
d. Pengambilan sidik jari; dan 
e. Pembuatan berita acara serah terima Terpidana. 
 
2) Pembinaan Mental Kerohanian 
Pembinaan mental kerohanian bertujuan untuk menigkatkan 
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga 
Tahanan/Narapidana dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang 
benar dan yang salah. Pelaksanaan pembinaan kepribadiaan di Rumah 
Tahanana Negara kelas IIB Watansoppeng dilakukan dengan pembinaan 
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kesadaran beragama seperti pembelajaran sholat, penyuluhan agama, 
belajar baca tulis Al. Qur’an, khotbah dan kegiatan keagamaan lainnya. 
pembinaan tersebut dilaksanakan tiga kali dalam seminggu yaitu hari 
selasa, rabu dan kamis. Dan bekerjasama dengan kementerian Agama. 
Pembinaan ini diikuti oleh semua Tahanan/Narapidana di Rutan Kelas IIB 
Watansoppeng. Seperti yang di ungkap oleh Harimin (Tipikor, 41 Tahun): 
“Kami mengikuti pembinaan rohani dengan pengajian setiap hari 
selasa, rabu dan kamis. karena pembinaan ini memang sangat 
dibutuhkan untuk kelanjutan sosialisasi di kemudian hari jika sudah 
keluar dari Rutan (Wawancara, 27 Februari 2017).” 
  
Selain itu, hal senada juga diungkap oleh Sumantri (Narkoba, 58 
Tahun) : 
“Selain karena kewajiban, saya mengikuti pembinaan karena ingin 
pandai. ini peluang belajar yang bagus untuk hari esok (Wawancara, 
Rabu 1 Maret 2017).” 
 
Ada pula yang beralasan untuk mendapat remisi. Syaifullah 
(Narkoba,43 Tahun): 
“Kalau kita tidak ikut pembinaan, kita tidak bisa dapat Remisi 
(Wawancara, Rabu 1 Maret 2017).” 
  
3) Pembinaan Jasmani 
Pembinaan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan dan 
kebugaran Tahanan/Narapidana sekaligus mengasah bakat-bakat yang 
dimiliki oleh para narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan setiap hari 
sabtu. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain : senam pagi, takrow, 
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tenis meja. Seperti yang di ungkap H. Ridwan Kadir (kepala subsi 
Pelayanan Tahanan) : 
“Pembinaan jasmani atau olahraga kami lakukan setiap hari sabtu. 
seperti senam pagi mulai pukul 07.30 sampai 08.30. kemudian 
dilanjutkan dengan olahraga lain yang digemari oleh para Narapidana. 
seperti olahraga Takrow dan Tenis maja. kegiatan ini di ikuti oleh 
semua Narapidana. dan terkadang Olahraga ini juga diikuti oleh 
petugas Rutan. instruktur senam berasal dari petugas Rutan sendiri 
(wawancara. senin 27 Februari 2017).” 
 
Kegiatan ini dimaksudkan selain dapat menjaga kesehatan dan 
kebugaran Narapidana, juga agar terjalin hubungan yang harmonis antara 
petugas Rutan dan Narapidana. sehingga mendukung proses pembinaan. 
hal ini terlihat dengan keikut sertaan petugas Rutan dalam melakukan 
olahraga pada hari Sabtu. 
b. Pembinaan Kemandirian 
 Untuk pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas 
IIB Watansoppeng memiliki program kegiatan yaitu Pembinanan Kerja 
(BIMKER). pembinaan ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada 
Narapidana agar jika mereka bebas nanti bisa dijadikan mata 
pencaharian. Adapun kegiatan pembinaanya yaitu pembuatan kerajinan 
tagan dengan memanfaatkan bahan bekas seperti pembuatan 
asbak,lemari dan bingkai foto dari koran, pembuatan tudung saji dari lidih 
kelapa, pembuatan sangkar burung dan pembinaan menjahit. pembinaan 
dilaksanakan setiap hari. dimana telah disediakan beberapa ruangan 
khusus memang untuk pembinaan keterampilan tersebut. seperti satu 
ruangan untuk pertukang kayuan, satu rungan untuk kerajinan Menjahit 
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dan pembuatan kerajianan dari Koran. pembinaan ini diperuntuhkan bagi 
semua Narapidana Rutan Kelas IIB Watansoppeng  dengan diawasi oleh 
petugas Rutan. yang mana petugas Rutan telah dibagi menjadi 4 regu 
yang akan bergantian melakukan pengawasan dan pengamanan Rutan. 
seperti yang di ungkap H.Ridwan Kadir : 
“Pembuatan kerajinaan dilakukan setiap hari. bagi narapidana yang 
ingin membuat kerajinan mereka bisa ke ruangan yang telah di 
sediakan. banyak hasil karya kerajinan mereka yang bagus. namun 
mengenai pemasaran hanya sebatas pemesanan saja (wawancara, 
senin , 7 Februari 2017).” 
 
 Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pengelolaan hasil Kerajinan dari para Tahanan/Narapidana belum 
terdapat kerjasama yang baik antara pihak Rutan dengan Masyarakat. hal 
ini terlihat dari penjualan yang dilakukan hanya pada saat ada pemesanan 
ataupun ada pengungjung yang tertarik untuk membeli hasil karya para 
Narapidana. Adapun mengenai hasil pejualan kerajinan, hasilnya 
dibagikan kepada Narapidana sebagai upah/premi, hasil dari kerajinan 
mereka. seperti yang di ungka H.Ridwan Kadir : 
“Setelah diperjual belikan. hasil dari penjualan kerajinaan para 
Narapidana di bagi dua. dimana ½ dari harga penjualan akan masuk di 
kas Rutan dan setengahnya lagi akan diberikan kepada Narapidana itu 
sendiri. sebelumnya pernah ada kerja sama dengan masyarakat 
mengenai pemasaran dari hasil karya Narapidana tersebut. Namun 
sekarang sudah tidak ada lagi. penjualan hanya dilakukan di dalam 
Rutan saja (wawancara, senin 27 Februari 2017). “ 
 Dari wawancara di atas kerjasama dengan Masyarakat masih 
sangat diperlukan Oleh Rutan Kelas IIB Watansoppeng terkhusus untuk 
pemasaran hasil karya Narapidana. Hal ini pun sesuai dengan konsep 
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pemasyarakatan yang menginginkan andanya keterlibatan masyarakat, 
instansi pemerintah dan swasta dalam proses pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Dalam konsep Pemasyarakatan, unsur masyarakat baik 
secara perorangan maupun lembaga dan instansi pemerintah menjadi 
pihak penting untuk membiasakan WBP dalam kehidupan nyata sehari-
hari dimasyarakat. hal ini sebagaimana di atur dalam UU 
Pemasyarakatan, yang secara tegas menyatakan peran dari kelompok 
masyarakat baik profesional, tokoh agama, pengusaha dapat 
bekerjasama dalam pembinaan WBP.25 
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana 
 Berdasarkan wawancara dengan H.Ridwan Kadir, Adapun 
kendala yang dihadapi selama pembinaan Tahanan/Narapidana. Yaitu : 
1. Faktor Pendidikan 
 Tingkat pendidikan Tahanan/Narapidana yang berbeda-beda 
terkadang membuat para petugas pembinahan kewalahan dalam 
meyampaikan informasi yang ada. petugas harus bersabar dengan 
mengamati karakter yang berbeda-beda. Petugas pembinaan harus 
mencari sedemikian cara agar proses pembinaan yang akan dilakukan 
bisa dimengerti oleh Tahanan/Narapidana. Dengan begitu pembinaan 
bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. 
 
                                                          
25 Pasal 10 sampai Pasal 12 PP No 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan 
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2. Sarana Prasarana 
 Sarana prasana merupakan suatu hal yang menunjang 
berhasilnya pembinaan yang dilakukan. Dalam hal ini sarana yang 
dimaksud pun sebaiknya mengacu kepada standar minimum rules 
(peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani 
pidana), baik itu kamar yang berventilasi, kondisi air dan perlengkapan 
toilet, makanan yang bersih dan sehat, fasilitas olahraga dan jaminan 
kesehatan. semua itu bertujuan untuk mendukung jalannya pembinaan. 
Oleh karena itu ketersediaan sarana merupakan salah satu ukuran 
berhasilnya sistem Pemasyarakatan. 
 Adapun sarana/prasarana yang dapat mejadi penghambat di 
Rutan Kelas IIB Watansoppeng adalah kapasitas untuk setiap kamar Blok 
hunian di isi hingga 27 Narapidana , sedangkan bagi tahanan setiap 
kamar Blok hunian di isi 2 sampai 4 orang dengan ruangan kamar kurang 
lebih 3x3 m. seperti yang diungkap oleh Azhar (Tahanna Narkotika, 22 
Tahun): 
“Kondisi kamar yang padat dengan dihuni 4 orang dalam satu kamar, 
dapat menganggu aktivitas seperti pelaksanaan sholat menjadi tidak 
khusyuk ketika sholat di dalam kamar (wawancara, senin 27 Februari 
2017).” 
 Pernyataan yang berbeda oleh salah satu narapidana Rutan Kelas 
IIB Watansoppeng. Sumatri (Nakotika, 58 Tahun); 
“Dalam satu kamar kami berjumlah 25 orang. kondisi kamar 
lumayan padat namun itu tidak menganggu kami dalam beraktivitas 
karena sesama penghuni kamar kami saling memahami sudah seperti 
saudara (wawancara, 27 Februari 2017).” 
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 Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi 
sarana/prasana seperti kamar hunian yang padat tergantung dari 
Tahanan/Narapidana dalam menyikapinya. selain itu berdasarkan data 
yang telah diambil dari Muhidin selaku kepala subsi Pengelolaan bahwa 
kondisi Masjid At-Taubah yang sudah tidak mampu lagi menampung 
Tahanan/Narapidana saat sholat berjamaah dapat mempengaruhi 
Pembinaan kerohanian yang dilakukan.  
3. Jumlah Petugas 
 Hambatan yang lain yaitu kurangnya jumlah petugas Rutan jika 
dibanding dengan jumlah Narapidana tak sebanding karena jumlah 
petugas Rutan Kelas IIB Watansoppeng hanya 28 oranng, sedangkan 
jumlah Tahanan/Narapidana hingga Maret 2017 sebanyak 107 orang.  
 Peran pegawai Rutan dalam pembinaan narapidana adalah 
mengatur dan mengawasi jalannya pembinaan, memberikan materi 
pembinaan, menjaga keamanan Rutan agar tidak terjadi keributan dan 
pelarian, mengamati dan mengevaluasi perilaku narapidana yang bisa 
dijadikan bahan pertimbangan untuk pemberian remisi. 
4. Pemasaran hasil keterampilan yang terbatas 
 Pembinaan keterampilan bagi narapidana selain untuk membekali 
narapidana dengan keterampilan yang ada di Rutan juga untuk mata 
pencaharian mereka selama di Rumah Tahanan Negara, sebab dari hasil 
karyanya akan memperoleh upah sebagai imbalan kerjanya. Namun 
semua itu mendapat hambatan ketika pemasaran hasil karya mereka 
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sangat jarang. Untuk hasil pemasaran keterampilan di Rutan Kelas IIB 
Watansoppeng belum ada kerjasama dengan perusahanan ataupun 
masyarakat umum. pemasaran masih terbatas pada pengunjung Rutan 
dan petugas Rutan serta pemesanan di lingkungan Rutan.. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng dilaksanakan dengan sistem Pemasyarakatan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana tujuan 
pembinaan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, 
memeperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi, 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. 
Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian 
dan pembinaan kemandirian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 
Peraturan Pemerintah Nomorr 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan. Pembinaan kepribadian seperti 
Manepeling (masa pengenalan Lingkungan saat pertama kali masuk 
Rutan), pembinaan kerohanian melalui pembelajaran sholat, 
penyuluhan agama, belajar baca tulis Al. Qur’an, khotbah dan kegiatan 
keagamaan lainnya, serta pembinaan jasmani melalui senam pagi, 
tenis meja dan takrow. sedangkan untuk pembinaan kemadirian 
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dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada 
Narapidana seperti pembinaan kerja melalui pertukangan dan 
kerajinan menjahit dan pemanfaatan barang bekas.  
2. Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan 
Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng ialah 
faktor pendidikan narapaidana yang  berbeda-beda, terbatasnya 
sarana/prasarana, kurangnya jumlah petugas, dan pemasaran hasil 
keterampilan yang terbatas. berdasarkan beberapa hambatan yang 
dihadapi di Rutan Kelas IIB Watansoppeng maka dari itu penulis 
menarik kesimpulan bahwa pembinaan terhadap Narapidana belum 
berjalan maksimal/efektif. 
B. Saran 
Dalam pembinaan yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng kenyataannya masih ada hambatan-hambatan yang 
dialami, berikut ini adalah saran-saran penulis bagi pembinaan 
narapidana khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng, yaitu :  
1. Penambahan petugas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB 
Watansoppeng karena jumlahnya masih belum mencukupi. 
2. Penambahan sarana/prasarana yang belum ada ataupun rusak. 
Misalnya membangun Kamar Hunian/Blok 
3. Agar pelatihan keterampilan yang di lakukan di Rutan Kelas IIB 
Watansoppeng dapat berhasil dan berguna hendaknya lebih 
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memperkuat kerjasama dengan instansi lain untuk memasarkan 
produk napi di Rutan apabila ada produk yang di hasilkan . 
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